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KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a.	 bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan 
kondisi saat ini, maka dipandang perlu merubah Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 27.A Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 27.A Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem PengendaIian Intern Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

IS. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
repubIik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2013; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 08 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
08); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan DaerahKabupaten Lampung Selatan 
Nomor 23 Tahun 2012 (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 23). 



MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan	 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI 
LAMPUNG SELATAN NOMOR 27. A TENTANG PEDOMAN 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

PasalI 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27.A Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 27.A) diubah sebagai berikut: 

Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33 A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal33 A 

Dalam hal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Bupati 
menunjuk Langsung SKPD yang memberi rekomendasi Dana Hibah dan 
Bantuan Sosial. 

PasalII 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupat p~ n ya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selata ., ~tl(:lIlW 
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SEKRETA S DAER.AH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
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